BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal atau rasio kemampuan
keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya
adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 8,71%. Hal ini
berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan Kota Kupang masih rendah
dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan rasio kamandirian
daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 11,71%
masih berada di antara 0-25%, tergolong mempunyai pola hubungan
instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kota Kupang dalam
memenuhi  kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih
relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan
tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang
masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial
daerah adalah milik pemerintah pusat.

2. Dalam membiayai belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja
pegawai, sumber utamanya yaitu Pendapatan Asli Daerah berkontribusi

sangat kecil terhadap pembiayaan belanja-belanja tersebut dan lebih
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banyak berasal dari bantuan pemerintah pusat. Rata-rata kontribusi PAD
terhadap belanja pendidikan adalah 19,51%, untuk belanja kesehatan
adalah 123,96%, dan untuk belanja pegawai adalah sebesar 13,40%. Hal
ini disebabkan oleh total PAD sendiri yang sangat kecil meskipun terus
meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah

pusat yang lebih besar.

6.2 Saran
Berdasarkan analisis data dan kesimpulan tentang kemampuan
kemandirian keuangan daerah Kota Kupang, penulis mencoba mangajukan
beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi kemampuan keuangan
daerah dan kemandirian daerah sangat diperlukan agar tingkat
ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat
dikurangi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

a. Intensifikasi

1) Pemerintah Kota Kupang harus lebih tertib lagi dalam penetapan
dan penyetoran pajak.

2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan
yang berlaku.

3) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari

timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
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mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi

daerah.

b. Ekstensifikasi

1)

2)

3)

Menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih
memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan
dijabarkan dalam peraturan daerah.

Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran
sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang
peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

Masyarakat harus selalu mendukung kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah daerah yang bersifat membangun. Oleh karena itu,
sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang harus
benar-benar dikembangkan secara optimal agar tujuan

pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
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